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Penelitian ini dilatar belakangai oleh salah satu alternatif investasi yang
popular di Indonesia yaitu Reksadana. Terutama dengan adanya perkembangan
teknologi dan ekonomi, reksadana Pada Aplikasi Bibit menjadi salah satu cara yang
digunakan untuk melakukan transaksi investasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui bagaimana mekanisme jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit, serta
tinjauan undang-undang No.8 Tahun 1995 dan hukum ekonomi syariah terhadap
jual beli reksadana pada Apliakasi Bibit..

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini ialah; 1)
Bagaimana praktik jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit? 2) Bagaimana jual beli
reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Undang-undang Pasar modal No. 8 tahun
1995? 2) Bagaimana jual beli reksadana pada Aplikasi Bibit ditinjau Hukum
Ekonomi Syariah?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan jenis
penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Pengumpulan
data dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk
menganalisis data, peneliti menggunakan analisis reduksi data, penyajian data dan
verifikasi.

Hasil dari penelitian yang diperoleh ialah: 1) Transaksi jual beli Reksadana pada
Aplikasi Bibit secara online dengan cara yang mudah dan cepat. Pengguna dapat
memilih berbagai jenis reksadana yang tersedia sesuai dengan profil risiko dan
tujuan investasi mereka. Prosesnya dimulai dari pembuatan akun, pengisian profil
risiko, pemilihan reksadana, hingga proses transaksi yang dilakukan melalui
aplikasi dengan berbagai metode pembayaran yang disediakan. Aplikasi Bibit juga
menyediakan informasi terperinci mengenai kinerja reksadana, alokasi portofolio,
serta laporan investasi untuk memudahkan pengambilan keputusan investasi oleh
pengguna.2)Berdasarkan prespektif Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang
Pasar Modal (UUPM) memberikan landasan hukum utama bagi regulasi reksa dana
di Indonesia. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek terkait pembentukan,
operasional, dan pengawasan reksa dana. Selain UUPM, Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) sebagai lembaga pengawas pasar modal di Indonesia juga mengeluarkan
berbagai peraturan tambahan yang mengatur lebih lanjut tentang reksa dana,
termasuk dalam konteks transaksi secara online. OJK menerbitkan peraturan-
peraturan ini untuk memastikan bahwa transaksi reksa dana yang dilakukan melalui
aplikasi tersebut tetap berada dalam hukum yang jelas dan aman bagi investor. 3)
Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, transaksi jual beli Reksadana
pada aplikasi Bibit sesuai dengan rukun dan syarat akad mudharabah dan akad
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wakalah. Akad mudharabah di mana investor memberikan uangnya ke perusahaan
yang dipilih untuk membeli reksa dana sudah sesuai dengan prinsip syariah. Selain
itu, akad wakalah juga diterapkan dimana investor menginvestasikan hartanya
melalui manajer investasi berdasarkan rukun, syarat, dan fatwa yang berlaku,
pelaksanaan Investasi Reksadana melalui Aplikasi Bibit sesuai dengan ketentuan
syariat Islam pada produk reksadana syariah. Namun, untuk produk konvensional,
masih terdapat ketidaksesuaian pada bagian akad, pengelolaan, dan penyaluran
dana sehingga belum memenuhi ketentuan syariat Islam.. Pada produk reksadana
konvensional, ada kekhawatiran bahwa penyaluran dana investasi dilakukan pada
perusahaan yang latar belakangnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Meskipun
keuntungan reksadana konvensional lebih besar dibandingkan dengan reksadana
syariah, ada beberapa aspek yang masih dianggap belum memenuhi ketentuan
syariat Islam. seperti halnya pada produk Konvensional dalam pembagian
keuntungan antara pemodal dan manajer investasi berdasarkan perkembangan suku
bunga. Sedangkan pada produk Syariah Pembagian keuntungan antara pemodal dan
manajer investasi berdasarkan proporsi yang telah ditentukan.
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This research is motivated by one of the popular investment alternatives in
Indonesia, namely mutual funds. Especially with technological and economic
developments, mutual funds on the Bibit Application have become one of the
methods used to carry out investment transactions. The purpose of this research is
to find out the mechanism for buying and selling mutual funds on the Bibit
Application, as well as reviewing Law No. 8 of 1995 and sharia economic law on
buying and selling mutual funds on the Bibit Application.

The problem formulation raised in this research is; 1) What is the practice
of buying and selling mutual funds on the Bibit Application? 2) How the buying
and selling of mutual funds on the Bibit Application is reviewed by Capital Markets
Law No. 8 in 1995? 2) How is buying and selling mutual funds on the Bibit
Application reviewed by Sharia Economic Law?

This research uses qualitative research methods and descriptive research
types. This research is field research. Data collection using interview and
documentation methods. Meanwhile, to analyze the data, researchers used data
reduction analysis, data presentation and verification.

The results of the research obtained are: 1) Mutual fund buying and selling
transactions on the Bibit Application online in an easy and fast way. Users can
choose from various types of mutual funds available according to their risk profile
and investment objectives. The process starts from creating an account, filling in
the risk profile, selecting mutual funds, to processing transactions carried out
through the application with various payment methods provided. The Bibit
application also provides detailed information regarding mutual fund performance,
portfolio allocation, and investment reports to facilitate investment decision making
by users. 2) Based on the perspective of Law no. 8 of 1995 concerning Capital
Markets (UUPM) provides the main legal basis for mutual fund regulation in
Indonesia. This law regulates various aspects related to the formation, operation
and supervision of mutual funds. Apart from the UUPM, the Financial Services
Authority (OJK) as the capital market supervisory institution in Indonesia has also
issued various additional regulations that further regulate mutual funds, including
in the context of online transactions. OJK issues these regulations to ensure that
mutual fund transactions carried out through the application remain within clear
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laws and are safe for investors. 3) Based on the perspective of Sharia Economic
Law, mutual fund buying and selling transactions on the Bibit application are in
accordance with the pillars and terms of mudharabah and wakalah contracts. The
mudharabah agreement in which investors give their money to the chosen company
to buy mutual funds is in accordance with sharia principles. Apart from that, the
wakalah contract is also implemented where investors invest their assets through an
investment manager based on the applicable pillars, conditions and fatwas, the
implementation of Mutual Fund Investments through the Bibit Application is in
accordance with the provisions of Islamic law on sharia mutual fund products.
However, for conventional products, there are still discrepancies in the contracts,
management and distribution of funds so that they do not comply with the
provisions of Islamic law. In conventional mutual fund products, there are concerns
that investment funds are distributed to companies whose background is not in
accordance with Islamic law. Even though the profits from conventional mutual
funds are greater than those from sharia mutual funds, there are several aspects that
are still considered not to meet the provisions of Islamic sharia. as is the case with
conventional products in the distribution of profits between investors and
investment managers based on developments in interest rates. Meanwhile, in Sharia
products, profit sharing between investors and investment managers is based on
predetermined proportions.

XXii



-

P

& ASidall laull abia aag elpd Y OITAINYOIYY ¢ pail Yl s Tl
dan ) e ndl dadls ooyl (gala®B¥ G s A jo mali oo il glaBY) o gilall g 0490
@) sha el sbiinnd S (550 0 i iall (EY 0 Y (gl g ol 5 dge gSad) )

A Pé:) 0\’4’153\ ,AgJéjL‘J/U"’UJU'“’/OJ"ﬁ ‘JL&MY/J;MLLA 5;/‘)47/‘;&&” :@AW/ cilalsh
S AaiBy) gild 099 A

D) Gaalia (o 5 chanasi g3 (b ALl &y L) Jilad) a5 Gl 13 gl )y adlal
Gt e A8 jilal) HLdiny) (gaalia Ciapal dbaBiy) gdua o 4381 ) glaill aadiald 5 48 jilal)
o) iy o A0l 48 yra ) sl 13 Cangy s A L) CBlalasl) Sl deadial) 3kl (saa) ol
Y () 5lall 5 099 Al A a8 () il daal pe A ABLCAYL ¢ oy bl o jlaiin) alia
o9y Gl (e JLain) abia ol 5 o LS b (o A

D) b au g o) b A jlae (o La () £ Cand) 138 s g shaal) ASA) dela

odh b e A8 jilal) L) Gaalia a g o) g daal e o RS (Y € )0dy Gk e 4S jill)

ams o) pd dral e o (RS (YS099) ale (A A) Y dd o) a8 W)l 8l sl () 538 o s
9 o0 il ol () lEl o gay oy Gk o AS jidall Sl Baalia

e daa s a1 5 da gl Gl g il e sl Can) Ll Sl 138 p2diey
Jalas & il aadiin) (bl Jalat) s Cgl) 8y 58 sl 5 AR Callad alasiinly Clild) aes

e A8 el LYl Golual o) il s aadl COllee (VA Lale Jpeanl) &5 daad) il
e Bt 1530 O e DAY Gpardioall (R Aag pue s Algas A8 sy S BY) e 5y Gl
L) (e Agleal) Tasi, agy dalal) 4 jlain¥) Calaa¥) s lalaall Calal 185 daliall jlaiiud) (golia
Al L;ﬁ\ O alaal) dallee ) AS yidall jlaiiun) Galia Hlidl g ¢ plaldall cay ped cala e Ja g clia
Ol Alade cilasbes Wl jody el jiss, 58 sial) Adliaal) adall 3k aladinly Gadaill A
Q\J\Jﬁ\ K\ BN d,g.g.mﬂ JLALM‘Y\ ),3)&3_9 adaaadll anadlg sﬁw\ JLA:.EMY\ C,.m\_\m c«\Ji
Oliy 099 ALl A QB ) o lall g A8 oS shie e 2l) Y, Gpeadiad) (8 e 4y laiiuY)
Ui 5] 84S jidiall Hlaiin¥) Gadlia anasill st Il 8 Wl (pd sl sl) Q) (ul 5 (31 s,
oy s, Leale ol W) 5 Ll g L) gaalia (o oK, Aalaiall daliaall il gall (sl 128 akasy
JLal sl 5 (3 sms e A ) A all W jlaie Ly (@) dallall colead) a & jaal cad sl sl e dail)
el 8 Ly @S sl L) olia als i) AEla) w0l (e el Wiyl s gaif 3
A< jidall HLeiaY) (Gaalia COlae (f (e 2STL i1 W 038 @l jaias, < Y1 e Clabeall (Sl
Ol ) shaie e 2L) Y. G saTiusall Aial 5 daiial 5 il 6 Gania JIa Gadatll DA (10 Ladodis o5y Al
39 55 oy Gakai jue AS yidall JlaiiuV) Balua el a8l 5 anll COllae (8 ¢ oo i) salaiY)
slhaely ()5 sativaall o 56 Leun s Gl A jlimal) 481 (), Al 5 4 laall asie Ty pdy QST ae
3soke, ApadluY) day il (gole ae (38535 AS Jilial) JlaiiuY] alica ol il 5 L) AS5El agll sl
ol 2l Jdinl pae MR (e pel seal (5 painnal) iy Cum Wyl RIS die 345 o celld o
JYA (e 48 il el adlioa @l jleiind a1 () & e Jsanadl (55l 5 da g i3l 5 1S,
Loailly Il pas, A8 i) lafin¥) gabiva Cilatie, LSy Aay all ST ae Bl sia yody (Gl
AlSal aa 3855 Y Cuny JIsall w35ty 5lal s 2 siall bl @l J) 35 Y i) il
e ) ) sel a5 (e Caslane @llia dpalil) HLafiuY) Gadlia Cllatie 85, 4aadlal) Ay il

XXiii



Sl gealia Cu,j; O (e e ) e, Aaadla) dag i) e 38154 Y g Al gl ) sl
Y PRTRY u.&\ja Sllia u\ Y} 63.!.))»33\ e ;\AS\JM\ EM\ JLA.\L»Y\ G,,g)\.u.a CL\J\ % ).\5\ a.p..)hﬂ\
gl @58 A Ll clatial) o Jladl s LS, LDl Ang pdll oS 4 slase e yind J1
Cladiiall ‘f ¢dond Qﬁjl\ g_éj pailall g ‘_g Q\J}L\ﬂ\ L.A‘; PR _)Lal\.u‘}“ EBTIEY) ua‘).a:\:wmj\ O
i Gl o L) 5 ey O palinall (g LY anli 2 cApedlul) dag i) e 468 gial)

el 3aaaa,

XXiv



